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ABSTRAK 

 

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan 

dan pembuktian alat bukti dan barang bukti. Seseorang yang melihat, mendengar, 

atau mengalami suatu peristiwa dapat menjadi seorang saksi dan memberikan 

keterangannya. Pada Pasal 184 KUHAP, tercantum bahwa terdapat pengecualian 

untuk menjadi saksi, salah satunya adalah orang tua, karena memiliki hubungan darah 

yang bisa mempengaruhi keterangan yang diberikan di persidangan. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari kesaksian orang tua terhadap 

keputusan Hakim pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm, serta menjelaskan 

dan menganalisis kekuatan alat bukti keterangan orang tua dalam hukum pembuktian. 

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif 

dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa keterangan orang tua sebagai saksi tidak terlalu signifikan 

terhadap keputusan Hakim, tetapi keterangan yang diberikan tetap bernilai 

kekuatannya dan dapat digunakan Hakim untuk mengetahui latar belakang terdakwa 

menggunakan narkotika. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa dalam Putusan 

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm, kesaksian orang tua terdakwa tetap 

dipertimbangkan meskipun ada kemungkinan pengaruh hubungan keluarga. 

Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan secara 

yuridis dan non-yuridis, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan.  

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hukum Pembuktian, Kesaksian Orang Tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum Acara Pidana ialah seluruh peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya penegak hukum dapat melaksanakan dan mempertahankan 

hukum pidana. Hukum Acara Pidana mempunyai cakupan yang sempit, di mulai 

dari mencari kebenaran, penyelidikan, sampai pada pelaksanaan pidana yang 

dieksekusi oleh Jaksa.
1
  

Hukum acara atau disebut juga hukum formil merupakan peraturan hukum 

yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan dan mempertahankan hukum 

materil. Hukum pidana materil adalah sekumpulan ketentuan hukum yang 

mengatur tindak pidana, menetapkan syarat-syarat agar pelanggar dapat 

dihukum, menentukan siapa yang bisa dihukum, serta menetapkan sanksi untuk 

pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan 

hukum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana materil terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu. Dengan kata lain, hukum ini 

mengatur cara mewujudkan hukum pidana materil hingga memperoleh putusan 

Hakim serta tata cara pelaksanaan putusan tersebut.
2

                                                           
1
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3. 

2
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 9. 
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Dengan diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), maka Indonesia sudah melaksanakan kodifikasi dan unifikasi yang 

meliputi keseluruhan proses pelaksanaan pidana dari awal berupa pencarian 

kebenaran, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, serta sampai pada tahap 

peninjauan kembali (Herziening).
3
 Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP 

terdapat isi tentang tujuan Hukum Acara Pidana yaitu “Untuk mencari serta 

mendapatkan ataupun paling tidak mendekati kebenaran suatu perkara pidana 

selengkap-lengkapnya, ketentuan Hukum Acara Pidana perlu diterapkan secara 

adil dan juga tepat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat 

dikenakan dakwaan atas pelanggaran hukum yang terjadi, kemudian meminta 

pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan untuk memastikan apakah benar 

tindak pidana tersebut benar-benar terjadi serta apakah terdakwa tersebut dapat 

mem-pertanggungjawabkan perbuatannya.
4
 

Akan tetapi, dalam KUHAP masih memiliki beberapa hal yang perlu 

diperbaiki, berupa hal-hal yang bersifat universal hingga kesesuaian dalam 

perkembangan teknologi canggih, seperti permasalahan pada pembuktian, apakah 

program dan data di komputer bisa dilihat setara dengan surat sebagai alat 

                                                           
3
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3. 

4
 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 4. 



3 
 

 
 

bukti?ataupun bagaimana dengan bukti dokumen yang fotokopian bukan yang 

asli?
5
 

Dasar hukum yang digunakan sebagai pengaturan tentang alat bukti yang sah 

ini ada di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Pada hakikatnya, keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan oleh 

saksi pada saat pemeriksaan dan pembuktian alat bukti dan barang bukti. Dalam 

Bahasa Belanda, saksi disebut sebagai Getuige sedangkan dalam Bahasa Inggris, 

saksi disebut sebagai Witness yang berarti orang yanng mampu memberikan 

keterangannya untuk digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan.
6
 

Dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

                                                           
5
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4. 

 
6
 Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”, Lex 

Crimen, Vol. 8, No. 3, (Maret 2019), hlm. 76. 
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ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan 

saksi adalah alat bukti pertama yang disebutkan, karena kebutuhan keterangan 

saksi untuk mengetahui setiap keadaan. 

Pentingnya peran saksi dalam proses peradilan pidana telah ada sejak awal 

proses peradilan. Harus diakui bahwa terungkapnya sebagian besar kasus 

pelanggaran hukum berasal dari informasi masyarakat. Demikian pula dalam 

tahapan selanjutnya, dari Kejaksaan hingga ke Pengadilan, keterangan saksi 

sebagai alat bukti utama menjadi dasar bagi Hakim dalam menentukan apakah 

terdakwa bersalah atau tidak.
7
 Dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyebutkan 

bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 

Selain dalam KUHAP, keterangan saksi diakui sebagai salah satu alat bukti 

yang sah dalam proses peradilan pidana juga terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 1 Undang 

Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan saksi adalah 

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

                                                           
7
 Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan 

Pidana di Indonesia”, Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, No. 1, (Februari 2022), hlm. 28-29. 
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penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

Perbedaannya dengan KUHAP adalah dalam rumusan ini, status saksi sudah 

berlaku sejak tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi baru 

dimulai pada tahap penyidikan.
8
  

Mengenai saksi juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lebih berkembang. 

Undang-Undang ini berusaha untuk memasukkan atau memperluas perlindungan 

bagi orang-orang yang membantu dalam penyelidikan pidana, termasuk mereka 

yang berstatus sebagai pelapor atau pengadu.
9
 

Menjadi saksi adalah keharusan dan kewajiban karena sudah diatur 

berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, sebab keterangan yang diberikan 

oleh saksi adalah bagian dari pembuktian perkara baik itu pidana maupun 

perdata. Jika keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bisa membantu proses 

jalannya mencari kebenaran sehingga berhasil menggambarkan suatu kejadian 

atau peristiwa tersebut terjadi.  

Tidak mematuhi panggilan pengadilan, baik sebagai saksi yang diminta 

kesaksiannya maupun sebagai pihak yang berpekara, adalah bentuk pengabaian 

                                                           
8
 Robert K dan Aris Irawan, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 13. 
9
 Syahrir Kuba, “Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan 

Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22, No. 1, (Januari 2022), hlm. 91. 
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terhadap hukum dan pemerintah, serta secara otomatis merupakan pelanggaran 

terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakhadiran dalam 

panggilan pengadilan sering dilakukan oleh pihak yang merasa tidak layak untuk 

muncul di hadapan pengadilan.
10

 

Jenis-jenis saksi yang membantu dalam proses pembuktian meliputi saksi a 

charge, saksi a de charge, saksi ahli, saksi korban, saksi de auditu, saksi pelapor, 

saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), dan saksi mahkota. Setiap 

saksi memiliki peran tersendiri dengan tujuan memberikan pembuktian sesuai 

dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing saksi tersebut.
11

 

Dalam Pasal 168 KUHAP disebutkan mengenai pengecualian yang tertuang 

dalam Undang-Undang mengenai saksi yang dapat didengar keterangannya dan 

dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu: 

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa; 

b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 

mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajat ketiga; 

                                                           
10

 Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim, Contempt of Court, (Palembang: 

Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 5. 
11

 Yuni Priskila Ginting, et al. “Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum 

Acara Pidana”, Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 10, (Oktober 2023), hlm. 827.  
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c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa. 

Secara umum, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, seseorang 

yang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu peristiwa dapat menjadi 

seorang saksi dan memberikan keterangannya sejak proses penyelidikan sampai 

di hadapan pengadilan.  

Salah satu tindak pidana yang juga membutuhkan kesaksian adalah tindak 

pidana narkotika. Tindak pidana narkotika adalah tindakan melanggar hukum dan 

termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Kejahatan ini bersifat 

transnasional, melibatkan pelanggaran hukum lintas negara. Oleh karena itu, 

perkembangan kejahatan narkotika di berbagai negara di dunia perlu diberantas 

secara menyeluruh.
12

 

Saat ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, 

melainkan secara terbuka oleh para pengguna dan pengedar dalam menjalankan 

operasi distribusi barang berbahaya tersebut. Masyarakat semakin khawatir, 

terutama keluarga para korban. Beberapa di antaranya bahkan bersedia berbagi 

cerita tentang kondisi anggota keluarga yang menderita akibat kecanduan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
13

 Penyalahgunaan narkotika 

                                                           
12

 Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika 

Sebagai Transnasional Organized Crime”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3, 

(September 2019), hlm. 337. 
13

 I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka dan Mutiara Fitri, “Penegakan Hukum Pidana Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan 

Nomor: 199/Pid.Sus/2022/ Pn. Tjk)”, UnizarLawReview Vol. 5, No. 2 (November 2022), hlm. 256. 
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sepertinya sudah menjadi perbuatan yang biasa saja di Indonesia. Berikut ini 

jumlah kasus narkotika yang terjadi di Indonesia: 

Tabel 1. 1 

Penanganan Kasus Narkotika Dari 2020 sampai 2022 

Tahun Jumlah Perkara 

2019 951 

2020 833 

2021 766 

2022 879 

Sumber: Data Statistik Kasus Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia 

(https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/)   

 

Berdasarkan pada tabel diatas, berikut adalah data kasus tindak pidana 

narkotika di Indonesia dari tahun 2019 hinngga 2022 yang diungkap oleh BNN 

RI. Pada tahun 2019 terdapat 951 perkara, pada tahun 2020 terdapat 833 perkara, 

pada tahun 2021 terdapat 766 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 879 perkara. 

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang 

dijadikan target pasar oleh sindikat peredaran narkotika internasional untuk 

tujuan komersial, dengan sindikat tersebut beroperasi di negara-negara 

berkembang.
14

 

Para pengedar narkotika terus beroperasi dan menemukan berbagai cara baru 

untuk korbannya, serta menyiasati aparat penegak hukum dan keamanan. Para 

                                                           
14

 Muh Fais Alwahid dan Geatriana Dewi, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.35 Tahun 

2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika”, Jurnal Pro Justice (JPJ) Vol. 1, No. 2 (Agustus 2023), hlm. 

114. 

https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/
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pengedar atau bandar menggunakan anak-anak dan perempuan sebagai kurir 

narkoba. Selain itu, muncul juga modus-modus baru dalam penyelundupan 

narkoba, seperti menyembunyikannya di dalam kitab suci, mainan anak-anak, 

dan berbagai media lainnya.
15

 

Peredaran narkotika ini dilakukan tanpa pengawasan dari Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan serta tidak disertai dokumen resmi. Kegiatan ini 

mencakup ekspor dan impor, karena terkait dengan rantai distribusi narkotika 

baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan 

Narkotika Golongan I, dapat dipidana dengan penjara minimal 5 (lima) tahun dan 

maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
16

 

Salah satu kasus narkotika yang terjadi di Indonesia adalah di Pengadilan 

Negeri Prabumulih, yang penulis jadikan acuan untuk penelitian ini. Pengadilan 

Negeri Prabumulih sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Kota 

Prabumulih. Kewenangan untuk melakukan proses peradilan baik pidana dan 

perdata. Seperti pada kasus yang penulis teliti yaitu pada Putusan Nomor 

                                                           
15

 Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia, Narkoba dan Permasalahannya (Jakarta: 

Direktorat Diseminasi Informasi, 2017), hlm. 2. 
16

 Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru dan Muhammad Kamal Hidjaz, “Analisis 

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Pleno Jure Vol, 9, No. 1 (April 2020), hlm. 

62. 
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103/Pid.Sus/2024/PN Pbm. Atas nama terdakwa Indra Arlianza Bin Arbain, 

umur 28 Tahun, lahir di Prabumulih pada tanggal 30 Juli 1995, bertempat tinggal 

di Perumnas Vina Sejahtera II Blok CA-11, Rt. 003, Rw. 009, Kel. Gunung Ibul, 

Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. 

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Aji (DPO) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 

2024 sekitar pukul 17.00 WIB, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika golongan I jenis sabu. Kejadian ini bermula pada hari Sabtu pada 

tanggal 09 Maret 2024 dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Aji pergi untuk 

membeli narkotika jenis sabu di Pali. Setibanya di lokasi terdakwa dan Sdr. Aji 

menghampiri Sdr. Kadus dan memintanya untuk membelikan narkotika jenis 

sabu dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

yang dimana uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) merupakan 

uang milik terdakwa.  

Sdr. Kadus membelikan terdakwa dan Sdr. Aji 2 (dua) paket narkotika jenis 

sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan Sdr. Aji. Terdakwa menyimpan 

1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan membalutnya menggunakan 

kertas timah rokok berwarna silver dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik 

sdr. Aji dititipkan juga kepada terdakwa dan disimpan di dalam celana dalam 

milik terdakwa. Karena transaksi sudah selesai dilakukan, terdakwa bersama 

dengan sdr. Aji dan sdr. Kadus mengonsumsi narkotika tersebut di gudang milik 

sdr. Kadus.  
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Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa 

bersama Sdr. Aji kembali pulang ke Prabumulih dan singgah di bedeng milik sdr. 

Aji. Terdakwa dan sdr. Aji kembali mengonsumsi narkotika jenis abu tersebut 

bersama di bedeng milik sdr. Aji dengan alat sabu/bong yang disediakan oleh 

sdr. Aji. Setelah selesai mengonsumsi untuk yang kedua kalinya, terdakwa 

menyimpan kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam celana 

dalam milik terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi bersama sdr. Aji. 

Sekitar pukul 17:00, Sdr. Aji meminta terdakwa untuk membelikan 

minuman di warung. Terdakwa turun dari sepeda motor milik Sdr. Aji dan 

berjalan kaki menuju warung untuk membeli minuman. Tiba-tiba Saksi Innaka, 

Saksi Dasril, Saksi Rizky yang ketiganya merupakan anggota dari kepolisan 

menangkap serta menggeledah Terdakwa. Penggeledahan terdakwa disaksikan 

oleh warga yaitu saksi Fandiano, dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis 

sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok berwarna silver dan 1 (satu) 

paketnya lagi dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di 

celana dalam terdakwa, serta para saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone 

milik terdakwa. Terdakwa diamankan menuju Polres Prabumulih untuk 

pemeriksaan lebih lanjut.
17

 

Dalam persidangan, terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (Saksi 

A De Charge) yaitu orang tua dari terdakwa itu sendiri dengan memberikan 

                                                           
17

 Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm. 



12 
 

 
 

keterangan dengan disumpah. Namun, kesaksian dari anggota keluarga atau yang 

memiliki hubungan darah dapat dipertanyakan kebenarannya, karena ikatan 

emosional yang dimiliki saksi orang tua dengan terdakwa bisa saja 

mempengaruhi keterangan yang diberikan di persidangan.  

Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan saksi yang 

meringankan (saksi A De Charge) dan hal ini tertuang di dalam Pasal 65 KUHAP 

yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan 

dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna 

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Hal inilah yang 

membuat penulis ingin menganalisis ataupun meneliti putusan ataupun kasus 

tersebut, guna mencari kebenaran mengenai fakta yang terjadi yang nantinya 

akan mempengaruhi putusan Hakim.  

Maka berdasarkan kronologis diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya 

ke dalam skripsi yang berjudul : 

“Pertimbangan Hakim Dengan Saksi Orang Tua Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN PBM” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan 

penulis bahas adalah: 

1. Apakah kesaksian orang tua terhadap anaknya sebagai terdakwa dalam 

persidangan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi pertimbangan 

terhadap keputusan Hakim pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm? 

2. Bagaimana kekuatan alat bukti dan keterangan orang tua sebagai saksi di 

dalam hukum pembuktian? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret 

dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dan dikolerasikan dalam 

penelitian tersebut, yaitu: 

1. Untuk menganalisis dan menelaah kesaksian orang tua terhadap anaknya 

sebagai terdakwa dalam persidangan memiliki pengaruh yang signifikan dan 

menjadi pertimbangan terhadap keputusan Hakim pada Putusan Nomor 

103/Pid.Sus/2024/PN Pbm. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan alat bukti dan keterangan 

orang tua sebagai saksi di dalam hukum pembuktian. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka 

panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia dan 

memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peran Hakim dalam 

mengambil putusan dari suatu perkara. 

2. Manfaat Praktik 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak secara 

langsung terhadap unsur-unsur pembelajaran serta dalam praktiknya 

bagaimana keterkaitan saksi yang memiliki hubungan darah dengan 

terdakwa dapat menghasilkan fakta-fakta yang bisa menjadi petunjuk bagi 

Hakim dalam memutus perkara. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam upaya untuk melakukan penelitian terhadap penulisan skripsi ini, 

maka diperlukan batasan agar tidak terjadi penyimpangan dan cukup sesuai 

dengan apa yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup nya membahas mengenai 

nilai kekuatan kesaksian orang tua dalam persidangan di Pengadilan Negeri 
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Prabumulih dan adakah pengaruh dari kesaksian orang tua terhadap terdakwa 

yang merupakan anaknya bagi keputusan Hakim. 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori mengenai sistem 

pembuktian, yaitu: 

1. Teori Pembuktian 

Secara umum, pembuktian berasal dari kata "bukti," yang berarti 

sesuatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk menunjukkan 

kebenaran suatu hal atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pembuktian adalah proses, cara, atau tindakan membuktikan, yaitu upaya 

untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang 

pengadilan.
18

  

Pembuktian memainkan peran yang sangat penting dalam proses 

persidangan, karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. 

Hanya dengan pembuktian, suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Jika 

alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. 

                                                           
18

 Tommy Masoara, “Kajian Hukum Tes Dna (Deoxyribonucleis Acid) Sebagai Alat Bukti 

Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP)”, Lex Crimen Vol. 5, No. 4, 

(Juli 2016), hlm. 139.  
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Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus 

dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
19

 

Selain dari pembuktian tentang kebenaran dari terdakwa, hukum acara 

pidana memiliki tujuan untuk memastikan kebenaran materiil dan akibat 

yang ditimbulkan bilamana seorang yang sudah didakwakan ternyata tidak 

benar dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti 

yang dihadirkan dan dikuatkan dengan keyakinan Hakim.
20

 

Teori ini juga dapat diterapkan untuk menilai apakah keterangan yang 

diberikan oleh para saksi dapat dipertanggungjawabkan dan apakah 

kesaksian tersebut benar-benar mencerminkan kejadian yang sebenarnya 

dengan jujur. Kesaksian yang diberikan oleh saksi bisa saja dibuat-buat 

dengan tujuan untuk meringankan hukuman terdakwa. Aspek inilah yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kekuatan 

pembuktian dari kesaksian orangtua terdakwa dalam persidangan. 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan dimana para majelis 

Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam suatu 

persidangan. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas pertimbangan yuridis 

                                                           
19

 D’Yesebell Sheila Mandey, Jeane Kermite dan Arie V. Sendow, “Kajian Hukum Putusan 

Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun 1981 

Tentang Kuhap”, Lex Crimen Vol. 9, No. 3 (Juli 2020), hlm. 126. 

 
20

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 249. 
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serta fakta-fakta di dalam persidangan. Hakim harus membuat suatu 

keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan yang dapat diterima oeh 

seluruh pihak serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Hakim harus menilai kebenaran yuridis dengan memastikan bahwa dasar 

hukum yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, 

Hakim juga dapat mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis misalnya 

latar belakang tindakan yang dilakukan terdakwa. Teori pertimbangan 

Hakim terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Teori Keseimbangan 

Yakni keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau 

terkait dengan perkara.
21

 

b. Teori Pendekatan Keilmuan 

Yakni pemikiran atas penjatuhan pidana, dimana penjatuhan pidana 

harus dilakukan dengan sistematik dan penuh dengan kehati-hatian 

terutama dalam hubungannya dengan putusan-putusan sebelumnya, 

untuk memastikan konsistensi dalam keputusan Hakim dan harus 

disempurnakan dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga ilmu 

mengenai wawasan kehakiman. Menurut pendapat dari Alkostar, 

Hakim yang bisa disebut sebagai Hakim yang progresif adalah 

                                                           
 21

Dedy Muchti Nugroho, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar 

Asas Peradilan Yang Baik”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1 (Mei 2017), hlm. 20.  
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Hakim yang sudah mempunyai standar tinggi tentang kompetensi 

keilmuan, kecapakan profesional, dan kualitas kepribadian.
22

 

c. Teori Pendekatan Pengalaman 

Yakni berdasarkan atas pengalaman dari majelis Hakim untuk 

membantu serta menghadapi perkara yang sedang dipersidangkan, 

dengan pengalaman yang sudah ia dapat dan sudah dimilikinya 

maka seorang Hakim sudah bisa mengetahui apa baik buruk nya 

putusan yang akan dijatuhkan.
23

 

d. Teori Ratio Decidendi 

Yaitu merujuk pada alasan ataupun prinsip hukum yang mendasari 

pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut 

Goodheart, ratio decidendi ini dapat memberitahukan bahwa ilmu 

hukum itu bersifat preskriptif bukan deskriptif, dan putusan itu 

sifatnya deskriptif.
24

 Hal ini merupakan bagian dari keputusan 

pengadilan yang dijadikan dasar hukum untuk suatu putusan. 

Dengan menerapkan ratio decidendi, sistematika hukum dapat 

memastikan bahwa keputusan pengadilan berlandaskan atas prinsip-

                                                           
 22

 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi 

Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112. 

 
23

 Indriati Amarini, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim”, Jurnal Kosmik 

Hukum Vol. 19, No. 1 (Januari 2019), hlm. 83.  

 
24

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 158. 
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prinsip hukum yang konsisten dan juga adil. Sehingga mendukung 

stabilitas dan keandalan sistem hukum. 

Teori pertimbangan Hakim dapat digunakan dalam penulisan ini 

karena teori ini menekankan pada pentingnya evaluasi dan objektif terhadap 

semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan 

saksi. Dalam konteks keterangan orang tua sebagai saksi, Hakim harus 

mempertimbangkan berbagai faktor seperti hubungan emosional antara saksi 

dan terdakwa.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalan penelitian 

hukum yuridis-normatif, dikarenakan hukum normatif adalah penelitian 

yang menganalisa dan memperoleh bahan hukum dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berlaku dan 

sesuai dengan fokus penelitian yang akan dibahas.
25

  

Alasan penulis untuk menggunakan jenis penelitian ini karena dengan 

menggunakan hukum normatif penulis dapat mengkaji dan menganalisis 

mengenai bagaimana nilai kekuatan keterangan orang tua sebagai saksi di 

                                                           
25

 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol.7, No. 1 (Juni 2020), hlm. 

4.  
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dalam hukum pembuktian. Sebagai tambahan dalam analisis, penelitian ini 

dilengkapi dengan data wawancara dari Hakim di Pengadilan Negeri 

Prabumulih. Wawancara tersebut menyajikan perspektif nyata dari Hakim 

mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam proses peradilan, sehingga 

memperkuat temuan dalam penelitian normatif ini. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Sebagai dasar untuk menyusun skripsi ini, dengan menggunakan 

penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan cara pendekatan 

(approach): 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah hal yang pasti 

saat menggunakan penelitian hukum normatif, karena beberapa aturan 

hukum akan menjadi tujuan serta fokus suatu penelitian. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau 

aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum, khususnya terkait 

dengan kasus yang telah mendapatkan putusan sebagaimana terlihat 
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dalam yurisprudensi pada perkara-perkara yang menjadi objek 

penelitian.
26

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri atas:
27

 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang 

Hukum Pidana; 

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5602); 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

                                                           
26

 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024), hlm. 121. 

 27
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 23. 
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76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

f) Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berupa 

publikasi mengenai hukum tetapi bukan dokumen-dokumen yang telah 

resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai pendukung dari 

bahan hukum primer.
28

 Bahan hukum tersebut berupa buku-buku, kamus 

hukum, jurnal hukum, surat kabar, pendapat para ahli, internet, dan 

wawancara. Data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku-buku 

yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, laporan hasil 

penelitian, dan peraturan perundang-undangan.
29

  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa memberi petunjuk dan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Menurut pakar hukum seperti Ronny Hanitijo Soemitro, Soerjono dan 

                                                           
 28

 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya:  Scopindo 

Media Pustaka, 2021), hlm. 36. 

 
29

 Ibid., hlm. 106. 
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Soekanto berpendapat bahwa bahwa hukum tersier ini berupa kamus, 

ensiklopedia, dan bibliografi.
30

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka atau kepustakaan adalah proses kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian.
31

 Studi kepustakaan atau data kepustakaan 

dapat diperoleh dari mengumpulkan informasi melalui peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.
32

 

b. Akses Internet (Internet Searching) 

Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet 

untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel 

ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek 

penelitian. 

 

 

 

                                                           
 

30
 Ibid., hlm. 91. 

31
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014), hlm. 3. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 107. 



24 
 

 
 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif 

berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian yang menganalisis 

permasalahan manusiawi baik secara individu dan kelompok melalui 

pemahaman menggunakan asumsi dan kerangka teori interpretive.
33

 Analisis 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

memahami dan mengiterpretasikan data dalam bentuk teks, gambar, dan 

wawancara (suara), yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang kejadian atau proses yang sedang diteliti.  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan induktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

dari putusan yang bersifat khusus, lalu menjadi kesimpulan yang bersifat 

umum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

                                                           
33

 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 7. 
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